Menimbang :

Mengingat

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

[u—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan
persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka
memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat;

bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan
dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum,;

bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Sampah, ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan
pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6134);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor
6);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri E, Noreg
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa
Barat 2/49/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan
rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah
sejenis sampah rumah tangga.

8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
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18.

19.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat
untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disingkat
retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan
persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
persampahan/kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi

atas

setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi
TPA; dan

c. penyediaan lokasi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan persampahan/kebersihan pada:

a. jalan umum;

b. taman;

c. tempat ibadah;
d

sosial; dan

®

tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten.

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua)
Golongan, meliputi:

a. Golongan Rumah Tinggal, dan

b. Golongan Non Rumah Tinggal.

Subjek retribusi Golongan Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) Kelas dengan kriteria masing-masing kelas
sebagai berikut:

a. Rumah Tinggal Kelas 3 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah sampai
dengan 60 m? atau daya listrik PLN terpasang 450 VA,

b. Rumah Tinggal Kelas 2 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah > 60 m?
sampai 350 m? atau daya listrik PLN terpasang dari mulai 900 VA - 3.500
VA; dan

c. Rumah Tinggal Kelas 1 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah > 350
m? atau daya listrik PLN terpasang > 3.500 VA.



Bagian Keempat

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa
umum.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung
berdasarkan:

a. periode bulanan untuk subjek retribusi golongan rumah tinggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;

b. volume sampah untuk subjek retribusi golongan non rumah tinggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan

c. jenis pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan untuk subjek
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memiliki
lembaga/badan pengelola sampah.

Jenis pelayanan  pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pengumpulan;
b. pengangkutan,;
c. pengolahan;
d

pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.



Bagian Ketiga

Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan
berdasarkan biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pelayanan
Persampahan.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian daerah.

(4) Hasil peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil
peninjauan kembali.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan  retribusi  dilaksanakan langsung di tempat pelayanan
persampahan/kebersihan di wilayah Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, kartu langganan atau bentuk lainnya.

(3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12
Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 13

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
diutamakan untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pengelolaan Persampahan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, ditetapkan untuk:

a. penggantian biaya pelayanan persampahan/kebersihan;
b. penerbitan dokumen retribusi;

c. pengawasan di lapangan;
d

penegakan hukum; dan

®

penatausahaan.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 14

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Tata cara keberatan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17
Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awalan
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

Dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang;

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang
sejenis tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan fungsi objek retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau ayat (2), juga dapat diberikan kepada wajib retribusi
yang telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri atau telah
melakukan upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampabh.
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

11



Bagian Kedua

Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 24
(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.

(2) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi
kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut
umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
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Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Oktober 2021

P1t. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (1/108/2021)
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LAMPIRAN

PERATURAN

DAERAH

BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.

JENIS TARIF RETRIBUSI

Tarif Retribusi

Tarif Retribusi Rumah Tinggal

A. | Kelas 1

Rp. 12.800/bln/KK
B. | KelasII Rp. 9.600/bln/KK
C. | Kelas III Rp. 6.400/bln/KK
IT | Tarif Retribusi Rumah Tinggal Dari TPS/TPST Rp. 56.950/m3

II

Tarif Retribusi Non Rumah Tinggal

A. Kelas I

Pertokoan, Industri, Restoran, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, tempat wisata

1. pelayanan dari sumber sampah

Rp. 67.000/m3

2. pelayanan pengangkutan dari TPS/TPST

Rp. 60.300/m3

3. pelayanan Pemrosesan Akhir sampah

Rp. 50.250/m3

B. Kelas II

Kesehatan

Perkantoran, Pasar (Grosir/Toko/ Kios/Los/Lapangan), Rumah Sakit/ Fasilitas

1. pelayanan dari sumber sampah

Rp. 63.650/m3

2. pelayanan pengangkutan dari TPS/TPST

Rp. 56.950/m3

3. pelayanan Pemrosesan Akhir sampah

Rp. 46.900/m3
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II.

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

UMUM

Guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan lingkungan yang sehat bagi
masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan yang didasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampabh.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pengelolaan persampahan/kebersihan tersebut, membutuhkan peran serta
masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan
pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis
pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa umum.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan pungutan retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan, berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah,
perlu adanya ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengolahan
sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan umum yang
berstatus jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan
lingkungan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “taman” adalah taman yang dimiliki
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

huruf c

Cukup jelas
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huruf d

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah tempat kegiatan
masyarakat yang bersifat nirlaba dan massal.

huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat
yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan pengumpulan adalah kegiatan
pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke
tempat penyimpanan sementara.
huruf b
Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan
membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan
atau TPS ke TPA.
huruf c
Yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan untuk
mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar
dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan
ke media lingkungan secara aman.
huruf d
Yang dimaksud dengan pemrosesan akhir sampah adalah
pengolahan sampah yang dilakukan di TPA atau tempat
pemrosesan akhir lainnya.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya
penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak
efektif lagi untuk mengendalikan permintaan  pelayanan
persampahan/kebersihan, Bupati dapat menyesuaikan tarif
retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
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Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1

18



